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{DAHULUAN

Empat tahun sudah dana desa bergulir banyak perkembangan berarti, baik dari
psitif maupun negatif. Hal positif tentu saja desa-desa menijadi lebih maju dan

aliki masa depan yang lebih baik, untuk hal negatif banyak pihak pemerintah desa

langkah sehingga berujung pada urusan hukum. Berdasarkan data dari Indosesia
sion Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus

| terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila
dingkan sektor-sektor lainnya.

Tabel 1

Daftar 10 Sektor dengan Kasus Korupsi tertinggi di 2018
Sektor Jumlah Kasus
Anggaran Desa 96
Pemerintahan 57
Pendidikan 53
Transportasi 32
Kesehatan 21

Pengairan 21
Pertanahan 20
Sosial Kemasyarakatan 18

Perbankan 16
Perizinan 14
Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW), 2019

ata [CW mencatat terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271
wupsi untuk tahun 2019 dengan kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.
dari ICW Wana Alamsyah seperti pada keterangan pers di media kompas.com
menyebutkan "Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya
ang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal
an dana desa."
sawasan Dana Desa menjadi isu yang sensitif, melihat besarnya dana yang
kepada pemerintah desa, yang sampai akhir tahun 2018 pemerintah pusat
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telah menganggarkan dana untuk diberikan kepada desa melalui 19 Ke
Lembaga sebesar Rp 561 triliun. Ditambah lagi dengan adanya anggaran ass
Des ¢ pada tahun 2015 Rp 20,67 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliua, 2t
8 Rp 60 triliun, lalu tahun 2019 Rp 70 triliun. Sehingga total dans S
5 tahun terakhir sebesar Rp 257,65 triliun
Pengawasan adalah instrument paling vital dalam untuk menjags ages e
berjalan sesuai dengan peruntukannya, hal ini sejalan dengan pernyatass
taris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi (desapedia.id, 2019)
“Pengawasan merupakan instrumen penting, masih banyak temuss S
proses pengambilan keputusan (musdes). Bagaimana mengawal Dass®
ini pun masih ada persoalan. Siapa yang mengawasi Dana Desa® k
daerah? BPK? Satgas Dana Desa? Kejaksaan? KPK? Bagaimana S8
berperan cari satu formula untuk mengkoordinasikan seluruh ins
ada dan menciptakan satu sistem pengawasan yang kolaborauf”

Studi pendahuluan yang dilakukan tahun 2017 mengindikasikan 88
penguatan untuk pengawasan baik dari internal maupun eksternal pemess

UU No.6 2014 telah mengakomodir regulasi pengawasan mulal dss
desa yang di ilustrasikan melalui Gambar 1.

Gambar 1. Multiple-layer Pengawasan Dana Desa berdasarks
2014 dan MoU Kemendes PDT dengan Polri dan Kejakss
Sumber: diilustrasikan penulis berdasarkan UU No.6 2014, 2018 dan
PDT, Kemendagri dan Polri, 2018

Pada tahun 2018 Kemendes PDTT, Polri dan Kemendagn &=
terkait dengan pengawasan Dana Desa (Kompas.com, 2018). Mol s
Kementrian Desa PDT, Kemendagri dan Polri adalah salah sats D
pengawasan dana desa. MoU yang di lakukan pihak Kemendes PDT &
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ini dimaksudkan sebagai usaha preventif terhadap penyimpangan penggunaan
desa. Usaha ini mendapat respon yang bertolak belakang dari Assosiasi
merintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tentang MoU seperti dikutip pada
bunnews.com, 2017).
- APDESI menilai hal tersebut bisa menjadi tumpang tindih kewenangan, serta
berikan peluang untuk mengintimidasi kepala desa dalam penggunaan dana desa.
et pernyataan ST yang juga mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi
#2n dimana sudah terdapat beberapa oknum polisi yang meminta beberapa doku-
terkait dengan pendanaan di desa (Tribunnesw.com, 2017). Pihak Desa sendiri
0 hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih terkendala kapasitas dalam
cukan pengawasan.
'UU No.6 2014 mengamanatkan pengawasan berlapis untuk dana desa melalui
sea formal dan non formal, tetapi berdasarkan penelitian di lapangan tidak
22 level pengawasan berjalan sebagaimana seharusnya dan pengawasan tersebut
i maksimal di karenakan kendala kapasitas (IP03;1P04, 2017). Kendala lainnya
adanya pelimpahan wewenang dari Bupati ke pihak kecamatan. Pihak keca-
n masih dominan hanya pada pengawasan administrasi dikarenakan pelimpahan
angan masih dibatasi pada kapasitas masing-masing kecamatan. Hal serupa juga
gkapkan The Smeru Institute (2017) “Praktik pengawasan saat ini masih minim dan
mtur belum adanya payung huknm dan regulasi dari pemerintah untuk proses
wasan.”” Regulasi pengawasan yang di buat pemerintah masih bersifat umum
ap kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Pengawasan yang di lakukan
PKP dan Inspektorat dilaksanakan dengan sistem acak di setiap tahun anggaran
terbatasnya personil dan pemahaman tentang UU Desa dan turunannya
‘minim hal ini (IPO3;IP04, 2017). -
Praktik “frand’ yang terjadi dalam pengelolaan dana desa juga dapat dicegah
m memperhatikan pengawasannya. Pengawasan yang efektif dapat digunakan
melindungi pengelolaan keuangan desa dari tindakan frand, dengan mengop-
n seluruh pihak baik pengawas formal maupun pengawas informal. Penelitian
skukan untuk memberikan gambaran pengawasan terkait upaya menangkal
“fraud”’ dana desa dengan Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan sclatan
8 objek penelitian, dengan baseline data 2016

AUAN TEORITIS
‘Defini dan Jenis
denurut Albrecht e¢f @/ (2012) memberikan pengertian bahwa “fruud adalah
smum, dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan
yang dilakukan oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan di atas -
2 dengan representasi palsu.” Tidak ada aturan yang pasti dan tidak berubah
ipat ditetapkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan frand, karena itu
up cara-cara mengejutkan, tipu daya, licik dan tidak adil yang dengannya orang
bu. Satu-satunya batasan yang mendefinisi-kannya adalah batasan yang mem-
erbudakan manusia.
enurut Tuanakotta (2010) frand meliputi berbagai tindakan melawan hukum.
yang dijelaskan hanya terbatas oleh beberapa literatur saja tetapi masih
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banyak kata yang dapat mendefinisikan fraxd. Fraud merupakan kejahatan 3
diatasi dengan dua cara, yaitu dengan prevention dan detection. Fraund yang
biasanya hanya bagian terkecil dari seluruh frand yang mungkin telah ter}z’j,
prevention merupakan hal yang paling ampuh sebagai upaya utama.

Assaciation of Certified Fraund Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta (20088
bagi Types of frand atau jenis tindakan frawd secara skematis yang digambarkas
occupational frand dalam bentuk frawdtree. Fraud tree menggambarkan cabss
dalam fraud, yakni corruption, asset misappropriation, dan frandulent statement. Cormgs
korupsi menurut ACFE dalam Tuanakotra (2010) korupsi pada umumasy: a
sikan adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (misuse of pe
sesuai UU No.3 Tahun 1999 Pasal 30 yang meliputi tindak korupsi untuk kes
pribadi. Istilah korupsi dalam cabang coruption serupa tapi tidak sama. Cabs
korupsi yang dimaksud ada empat bentuk yakni: conflicts of interest, bribery, ill
econontic exctorfion.

Asset Misappropriation atau pengalihan aset secara tidak sah (d/egd)
lainnya mencuri. Namun dalam istilah hukum seseorang yang memiliks
untuk mengelola atau mengawasi aset mengambil aset secara zlegal (dal : &
melawan hukum). Hal yang dilakukan oleh orang tersebut disebut menss
Istilah lainnya adalah penjarahan atas aset-aset perusahaan baik secara fisi
administrasi. Istilah lainnya adalah penjarahan atas aset-aset perusahm
fisik maupun administrasi (Tuanakotta, 2010).

Fraudulent statement pada fraud tree ini sangat dikenal oleh auditor yang
general audit (opinion audit). Fraudulent statement merupakan bentuk manipe
keuangan maupun non keuangan. Fraud jenis ini berupa salah saji (s
overstatemsent maupun understatement). Contohnya adalah menyajikan aser at=s
lebih kecil dari yang seharusnya biasanya disajikan untuk instansi perpaj
dan cukai (Tuanakotta, 2010).

Teori Fraud

Fraud atau praktik yang popular di Indonesia disebut korupsi discha
berbagai faktor. Penyebab korupsi antara lain discbabkan oleh faktor ke s
monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntanbilitas, atau yang lebih di ke
CDMA Theory yang dikembangkan Klitgaard (1998) oleh dimana konsepas
- direction + mongpoly — acconntability (CDMA). Penyebab korupsi selanjuts
friangle yang dikembangkan oleh Donald R Cressy, dimana tiga faktor yang B
tethadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi dan rasmmhsaa.
tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengs
Smith and Wright, 2009).

Teori Willingness dan Opportunity to Corrspt menyebutkan korupsi tess
terdapat kesempatan/peluang yang bisa berupa kelemahan sistem, pengs -
kurang dan sebagainya serta di dukung oleh niat/keinginan yang biass
dorongan kebutuhan atau keserakahan (Komisi Pemberantasan Kos
Berdasarkan motivasi pelaku dimana menjadi faktor-faktor yang pe
tindak frand, motivasi tersebut karena kebutuhan, peluang, keinginan =
diri, ingin menjatuhkan pemerintah atau motif balas dendam (Wells, 1952
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& terjadi karena besarnya manfaat yang dirasakan dibandingkan biaya/resiko yang
dapi (nilai bersih korupsi) diungkapkan oleh Teory Cost-Benefit Mode! (Komisi
smberantasan Korupsi, 2015)

Penyebab korupsi lainnya adalah Gone Theory yang dikemukakan oleh Bolonge

yang menyebutkan keserakahan (greedy), kesempatan (gpportunity), kebutuhan

) dan pengungkapan (expose) merupakan faktor penyebab korupsi. Keserakahan

motensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi,

nisasi, instansi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu erat dengan faktor

terjadinya korupsi itu sendiri. Faktor kebutuhan erat dengan individu-indi-

b untuk menunjang penghidupannya, sedangkan faktor pengungkapan berkaitan
wan konsekunsi yang dihadapi pelaku kecurangan apabila terungkap.

ud Prevention
Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah datipada mengobati, untuk
gegah frand, maka hilangkan dan tekan sebisa mungkin. Menekan frand dapat di
mn sejak awal, sejak dari recrwitment personal yang terlibat dalam pengelolaan ke-
gn baik secara langsung maupun tidak langsung, Albrecht ¢f o/ (2012) menyatakan
g2 penipuan dapat di prevent dengan (1) menciptakan budaya kejujuran, keter-
2, dan bantuan serta (2) menghilangkan fraud oppurtunity. Dua hal tersebut di
20 bersama dengan sub-elemen pendorong, yaitu 5 metode untuk melakukan
pasi terhadap fraud oppurtunity yang tergambar pada Gambar 2
3 Implemesting employee 3 Proctrvw frovd sudmng

1 h“mﬂm 3 Mounsornng empley ses snd
frasd 4R eRess WY mplementing ¥ botime

Gambar 2. Fraud Prevention

$acegahan juga dapat dilakukan dengan menanamkan fraud awareness. Frawd
atau pencegahan frand dalam Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa pence-
sndakan frawd dapat dimulai dari pengendalian internal. Dalam hal ini
2 (2010) membagi pengendalian intern menjadi dua bagian, yaitu pengen-
ern aktif dan vang kedua adalah pengendalian intern pasif. Pengendalian
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intern akuf atan kava\annya fo prevent, mencegah, sedangkan pengendalian nes
atau kata lainnya fo defer, mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, =
efek jera terhadap pelaku.

Pengendalian intern pasif dan aktf berfungsi sama sebagai barikade
Pengendalian aktif merupakan lapisan pengaman pertama sebelum mene
tahanan yaitu pengendalian pasif. Apabila pengendalian aktif dan pasif &
sebagaimana mestinya maka dapar diandalkan sebagai perlindungan dan ¢

Pengendalian Intern Aktif dan Pasif

Pengendalian intern aktf dalam Tuanakotta (2010) memiliki sarans
bagai macam, dan merupakan bentuk pengendalian yang paling sering &
Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang sering di pergunakan pada
yaitu tanda tangan, tanda tangan kaunter (comnfersigning), password dan PEN
identification numbers), pemisahan fungsi, pengendalian aset secara fisik, pe
perscdia.n secara real time (real-time inventory comtrol), pagar, gcmbok, : -'
bangunan dan penghalang fisik, pencocokan dokumen, formulir yang s
nomornya. :

Menurut Tuanakotta (2010) Pengendalian intern pasif memang &
secara langsung. Pada pengendalian ini di beritahukan secara langsung se
dan sistem ini dipastikan memiliki efek jera. Contohnya, pengendalias
untuk masalah yang dihadapi (customized control), jejak audit (audit trak), =
fokus (focused awdit), pengintaian atas kegiatan kunci (swrveillance of %2 =
perputaran tugas (rofation of key personnel).

Selain menggunakan pengendalian intern sebagai pencegahan frass &85
al (2012) menyatakan hal yang pertama bagaimana seseorang bisa melakuks
yang tidak jujur, dengan mencari apa penyebab seseorang bisa berbuas S
diharapkan akan mampu mengatasi tindakan itu, Menurut Albrecht of & 2
kita sebaiknya membentuk lingkungan yang jujur, baik itu di lingkup pes
ataupun di mana saja, sehingga lingkungan yang jujur mampu membensst
seseorang menjadi jujur. Karakter yang jujur dari setiap orang yang ada &
tersebut diharapkan bisa mengurangi tindakan fraud,

Pengawasan Dana Desa

Pembinaan dan pengawasan desa di atur dalam undang-undang Nes
2014 tentang desa yang menjabarkan secara keseluruhan aspek dana &s
rintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengsss
lengparaan Pemerintahan desa termasuk dalam penggunaan Dana Desa

jut juga menjabarkan tentang pendelegasian pengawasan kepads 5
daerah. Pasal 55 poin ¢ menjelaskan pengawasan oleh perangkat dess
dimana menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah mengawasi kinerja Kep
No.6, 2014).

Regulasi pengawasan selanjutnya adalah Surat Edaran Menteri Dl
Nomor 700/1281/A.1/2016 yang di tujukan kepada Gubernur dan Bupss
tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Berdasarkan surat Menten Disis
Nomor 700/1281/ A.1/13 tahun 2016, dana desa digulirkan untuk digs 3
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knya untuk mewujudkan kemandirian desa. Dana yang besar memerlukan proses
nbinaan dan pengawasan untuk itu Pemerintah Provinsi wajib membina dan
asi pemberian dan penyaluran Dana Desa dan dana lain, seperti Alokasi Dana

Bag1 Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota, sehingga pem-
san mencakup keseluruhan keuangan desa (Kedesa.id, 2017)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri vang di tujukan kepada
ghernur/Bupati/Walikota Nomor 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember
6 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Pengawasan Dana Desa diantara-

meliputi Inspektorat Provinsi dan Inspektorar Kab/Kota bertugas untuk
skukan pengawasan Dana Desa. Objek Dalam operaqi(majma pengawasan oleh
merintah  kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. Fungsi
; _.- wasan tersebut didelegasikan oleh Bupatlf}\ota kepada camat dan juga Inspek-

it Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampai-
kepada Pemerintah Pusat terkait denga.n unsur pengawasannya. Penglwamn dana
disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa
mpaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan
la Kementerian Dalam Negeri.
Pe]aksana.an pengawasan di mulai Tahun Anggaran 2016 untuk pengelolaan
2 Desa Hasil pengawasan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Inspektur
eral untuk hasil pengawasan Inspektarat Provinsi dan kepada Gubernur.
sktorat Provinsi untuk hasil pengawasan Inspektorat Kab/Kota. Regulasi
sutnya juga mengatur bahwa pengawasan juga di lakukan oleh masyarakat, Per-
i Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-
g Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 poin | menyebutkan melaku-
engawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pem-
Desa vang dilakukan secara partisipatif oleh masvarakat Desa (JDIH
genkeu, 2017).

TODE PENELITIAN

‘ enelitian ini menngunakan pendekatan kualitatif dengan riset strategi studi
Pmclm'm dilakukan di Kabupaten Barito Kuala dengan tiga desa disadarkan

erwakilan tiga dari 5 (status) desa yang ada pada Kabupaten Batito Kuala
psnya kecamatan Alalak sebagai informan untuk studi mendalam.

Aastrumen penting (&ey sustrumeni) dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu
5 Penecliti dalam kegiatannya mungkin membutuhkan alat-alat bantu unruk
smpulkan data seperti fgpe recorder dan kamera. Tetapi kegunaan atau peman-
alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Berdasarkan Creswell (2016)
umpulan data oleh peneliti kualitatif dapat melalui dokumentasi, observasi

2, dan wawancara dengan para informan.” Informan dalam penelitian adalah
‘atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat
2z dengan masalah penelitian.
aforman yang bertindak sebagai narasumber informasi yang memenuhi syarat
. mfotman narasumber (ke¢y Zuforman) dalam penelitian ini berjumlah 25 orang,
n ini di mulai dengan penelitian lapangan pada awal Agustus 2017 dengan
skan observasi dan wawancara awal pada Sekretaris Desa Beranggas Timur dan
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survey ke Desa Pulau Sugara.

Isu
Pengawasan dan
Re idi Level
Pusat dan
Provinsi
Pembinaan dan
Pengawasan di
level Provinsi

Pembinaan,
Pengawasan dan
Regulasi di level
kabupaten dan
kecamatan

Pengawasan di
level desa

Tabel 2
Tabel Informan atau Ke
Informan Jumlah
Pihak Indonesian 1 Orang
Corroption Watch
(ICYW) Jakarta
Aparat Pengawas 2 Orang
Desa (APD)
Badan Pengawas
Keuangan dan
Pembangunan
(BPKP) Provinsi
Kalimanran
Selatan,
Pihak Dinas PMD
Provinsi
Kalimantan
Selaran,
Pihak Satker Dinas
PMD Provinsi
Kalimantan
Selatan
Pihak Konsultan
Pendamping
Provinsi (KPP)
Kalimantan
Selﬂtm S"ll'Lg
merupakan
perpanjangan
tangan dari
Kementerian Desa
dan PDT
Pihak Dinas PMD
Kabupaten Barito
Kuala.
Pihak Inspektorat
Kabupaten Barito
Kuala.
Pejabat Bidang
PMD Kecamatan
Alalak Kabupaten
Barito Kuala.

Pihak 2 Orang
Pemerintah Desa

Beranggas Timur

Plhak BPD Desa 1 Orang
Beranggas Timur

Pihak 2 Orang
Pemerintah Desa

Pulau Sugara

Informan
Instrument
Wawancara tatap
muka, wawancara
via p.-ﬁw.'e dan
whatapps, I\anseet

FGD, wawancara,
dokumentasi,
transect
wawancara,
dokumentasi,
transect

Wawancara dan
FGD

o FERRA AR AR BT AR 0 . B
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Pejabat BPD 1 Orang pemberintah
Desa Pulau desa.
Sugara
Pihak 1 Orang
Pemetineah Desa
Tanjung
Harapan
Warga Desa di 8 Orang
Desa Beranggas
Timur, Pulau
Sugara dan
Tanjung
Harapan
Drman 25 Orang

: di olah penulis, 2018

Metode pengumpulan data di lakukan dengan teknik observasi dan wawancara,
wang terstruktur maupun tidak, serta dokumentasi. Sumber bukti berupa
men, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung,
Menurut Robert K. Yin (2015) teknik analisis data terdiri dan mengkategorikan,
i, dan kombinasi bukti-bukti untuk merujuk proposisi awal suatu penelitian.
si data dalam penelitian ini mengunakan Triangulasi seperti yang disarankan
=sswell (2007). Menurut Robert K. Yin (2015) terdapat lima teknik analisis
E pendekatan studi kasus, yaitu pattern matching, bmguna.n ekplanasi, analisis #we
'model logika dan sintesa lintas kasus. Penelitian ini digunakan teknik cksplanasi
melihat lebih dalam masalah yang diteliti dan menjawab tujuan penelitian. Pada
mnalisis data dilakukan coding atas desa yang menjadi objek observasi mendalam
a memberikan kode OD yang berarti objek desa.

B/ ASAN
erintah: Upaya Awasi dan Cegah Kebocoran Dana Desa.
Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak mengakibatkan Dana Desa jadi
n. Pemerintah pusat menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamat-
pengawasan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah melimpahkan
smangnya kepada Kecamatan. Berdasarkan Pernyataan Peserta FGD Studi
afaatan Dana Desa (2018) “Pembinaan dan pengawasan Bupati diamanahkan
g2 camat namun tidak ada peningkatan kapasitas terhadap aparatur kecamatan.”
ataan lain disampaikan oleh Pejabat PMD Kecamatan Alalak Kabupaten Barito

*Kecamatan berperan sebagai verifikator yang memverifikasi kelengkapah
dokumen untuk pengajuan maupun pertanggung-jawaban dana desa. Pelak-
sanaan sesuai dengan permendagri 113 kewenangan pengawasan ada di kabu-
paten, tidak ada pehmpahan wewenang tertulis, kecamatan hanya sebagai verifi-
kator. Pelaksanaan hanya berdasarkan Permendeq No. 3 tentang pendampingan
desa (IK03, 2018).”

Artinya peran kecamatan hanya sebagai pembina schingga masih ada ketidak-

en pelimpahan wewenang dalam hal ini.
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BPKP mengklaim melakukan pembinaan dan pengawasan yang sfiyataan yang
monitoring scperti pernyataan yang dikemukakan oleh Pejabar BPKE 22 (dua) masyz
Provinsi Kalsel (IP03;IP04, 2017) “BPKP sebagai aparat pengawas &
pengawalan yang bersifat monitoring sesuai tugas & fungsi (PP 64
192/2014 dan Inpres 4/2011), pengawasan dilakukan di wilayah Pros
Pernyataan lainnya dilontarkan oleh pihak pejabat PMD Kabupates
dalam FGD tentang Studi Pemanfaat Dana Desa (2018) “fungsi pengss
pada inspektorat untuk temuan dan lainnya. Kecamatan terkait densss
terbatas hanya pada aspek pelaporan.”

BPKP dan Inspektorat memang lembaga pemerintah yang
langsung untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan pemes
tentunya dana desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan pernyas =De
Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mereka melakukan pengawas D03 jelas leb'
dengan cara audit secara komprehensif dari tahap pra penyaluran : 'bmaa,n d;m
potan Dana Desa (1K03, 2018). BPKP memiliki panduan yang terht - '
untuk aparat pengawas desa ip sebagai dasar untuk melakukan p
terhadap dana desa.

Pengawasan oleh BPD, LPMD/LPMK dan masyarakat dess
langsung diatur dalam Undang-Undang tapi secara eksplisit di]aba.rkna -

6 2014. Berdasarkan penyataan dari Pejabat BPD Desa di Kabupaten B
By ﬂ/r,é,w‘,_,—,,/ darggrangy okt ey, G AR it 2, Gl STt -2;«:6!}'
BPD melakukan pengawasan, apabila ada penyimpangan pasti ada tindafean, BPEX
100% bhadsr wntuk Desa. Untug meningkatkan partisipasi anggota BPD dalam rag
musrembang dan musdes, di berikan reward dan punishment. 1embaga Penbes
'ﬂ-'ia{;-'a.rrzlefz? (L.LPM) belupe terbentuk karena kendala kapasitas SDM.” (ID03, 3

Pengawasan oleh BPD memang terkendala banyak hal antar lain k

masih adn'B'PD vang tidak di aktifkan oleh Pemerintah Desa -zc.pet!i van
oleh Pejabat Dinas PMD di Kabupaten Barito Kuala (Z018) “Miclib
BPD sangat bervariasi ada yang aktif, sedang dan tidak aktif karena
fungsikan sebagaimana mestinya. Masyarakat sendiri sebenarnya sudas Tabel 3 Lem
BPD dan TPK dalam hal pengawasan.” BPD tidak diaktifkan olch P
padahal BPD sendiri adalah perangkat pemerintah desa yang hams w %@'gmm
LPMD (LPMK xamt‘bel:dlsatkan data dari BPS setiap desa memiliki 11
APMD tap ha) 1 bedawanan dengan pernyateen dan P eEna B KPK
satu desa di Kabupaten Barito Kuala. Satgas Desa
Menilai keaktifan masyarakat dalam hal pengawasan, keaknfs ;ecmcc)ll:::‘ll-;h :
memang beragam. Masyarakat Desa OD01 dari empat masyarakat & o IF; RESE
wancara tiga diantaranya menjawab tidak mengetahui tentang dana des . Desa -
masyarakat desa yang mengetahui kebermanfaatan Dana Desa (W01 Badan  Perm
2018). Ketidaktahuan tentang dana desa dan mercka menyarankas S—g\ﬁj} i
hubungi kantor desa untuk keterangan tentang Dana Desa menjadi b Bhdamping B
ODO01 apatis tentang dana Desa.
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Penyataan yang hampir sama juga di lontarkan oleh masyarakat desa ODO2

jana 2 (dua) masyarakat yang diwawancara mercka menyatakan bahwa mengetahui
ng dana desa dan sebatas kebermanfaatan (W05;W06, 2018). Masyarakat desa
fak berpartisipasi aktf dalam masyarakat desa karena merasa tidak mendapat
afaat langsung tidak seperti masyarakat desa yang berprofesi petani Keaktifan
yarakat pada Desa OD02 diperoleh hanya apabila merasakan dampak langsung
3 Dana Desa .
Masyarakat Desa OD03 menunjukkan hal berbeda berdasarkan penyataan dari
dua) masyarakat desa mereka sama memberikan pernyaraan mengetahui keberman-
i dana desa serta ikut dalam pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat
sa ODD3 Iebih kritis terhadap masyarakat desa dan mengawal pembangunan di
2 seperti pembangunan fisik jalan dan jembatan(W07:W08, 2018). Masyarakat
ta ODO03 jelas lebih aktif dalam pengawasan Dana Desa.
‘Pembinaan dan pengawasan adalah aspek penting dalam memasti-kan bahwa
2 desa dialokasikan secara merata. Pembinaan dan pengawasan juga sebagai alat
sk memastikan peningkatan kescjahteraan masyarakat desa tercapai tidak ada
snjangan pembangunan antara desa dan kota. Pembinaan dan pengawasan dilaku-
untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan scjak awal. Peran dari seluruh
Bolder dalam pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah sangat
‘Penjabaran pengawasan dana desa dimulai dari pusat hingga desa dilihat pada
har 1.2. Pengawasan yang berlapis merupakan barikade pengendalian intern yang
sud dalam tuanakota (2010). Regulasi telah mengatur bahwa pengawasan
ag-masing oleh lembaga pengawas, pengawasan mulai dari level pusat, provinsi/
ang dilimpahkan kepada kecamatan dan level desa. Semakian ke bawah level
awasan semakin kecil kapasitas yang dimiliki. Pengawasan yang berlapis seharus-
jisa mengamankan dana desa dengan lebih baik, tetapi dengan banyaknya kasus
erjadi membuktikan tidak berjalannya setiap level pengawasan dengan baik.
Pengawasan tethadap Dana Desa apabila dilihat lebih mendalam bisa dibagi
 pengawasan formal dan pengawasan non formal.

Tabel 3 Lembaga Pengawasaan Formal dan Non Formal

Pengawasan Formal Na. Pengawasan Non Formal

Inspektorat 1. Masyarakat Desa

BPKP 2. Media Massa (Radio, Koran dan
TV)

KPK

Satgas Desa

Pemerintah Dacrah

Kepolisian dan Kejaksaan

Forum Perguruan Tinggl untuk

Desa

Badan Permusyawamtan Desa

(BPD)

LPMD / LEMK

Pendamping Desa

aber: Di Olah Penulis, 2018

=
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Pengawasan formal tentu saja dilakukan oleh lembaga pemerintah, Lemi Tingkat ke
pengawas formal untuk Dana Desa seperti inspektorat, BPKP dan KPK me ’ abat BPD De
memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap dana keuangan pemesss metapkan o
Satgas Desa sendiri dibentuk oleh Kemendes sebagai kanal untuk menerims pes gehment digu
aduan penyelewengan Dana Desa. Lembaga Pemerintah Daerah, Kepolisian - satan desa (mo
Kejaksaan, Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, BPD dan LPMD/LPK dilibe =h desa karet
secara langsung untuk memaksimalkan pengawasan. Pengawasan oleh Forum. tkukan penga
guruan Tinggi untuk Desa dan Media Massa tidak dapat dibuktikan secasa Kendala la
karena belum ada bukti Forum Perguruan Tinggi untuk Desa dan Media Masse: % bekerja
mengawasi Dana Desa. swakili desa tag

" mala Desa da
Lembaga Pengawas Formal dan Non Formal: Hambatan Pengawasan. seamatan Alal;

Pengawasan formal yang dilakukan olech Auditor internal pemerintah &a ssuntuk lapo
seperti Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (8588 D yang tercar
bukan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi oleh lembaga pengawas formal be M nomorte
di seputar anggaran dan SDM seperti penyataan yang dikemukakan oleh Auditos : Berdasarka
Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (201 8) “SDM yang masih kurang @ ok memiliki
bandingkan dengan objek pemeriksaan (obrik) yang banyak, schingga pengss 2 K ecamiaian
penggunaan dana desa masih belum dalam optimal dilaksanakan.” belum di

Penyataan serupa juga dioleh Pejabat di lingkungan BPKP Perwakilan B = i fungsi
Kalimantan Selatan (IP03;IP04, 2017). “Sctiap periode pengawasan diambil == @ tombak yar
minimal 2 kabupaten dengan 2 desa, karena terbatas SDM dan anggaran.” Kes " Konflik an _
SDM masih belum bisa terselesaikan, diselesaikan hanya dengan proses sa=s menjadi ken
untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap Dana Desa. Kendala yang diss ynng aktifdi

_ oleh lembaga pengawas mengakibatkan SDM dan anggaran yang tidak meness woap tidak me
untuk melakukan audit menyeluruh, oleh karenanya audit yang dilakukan hanya & i desa pada
bentuk sampling, gota BPD da

Pengawasan pada level Provinsi/Kabupaten, pengawasan pada level & Suga timbul k
pelaksananya pengawasan yang menjadi tanggung jawab Bupati dilimpahkan Se mintah desa,
Camat dan Inspektorat. Amanat pengawasan yang diterima oleh Camat tidak & an (W07:W
dengan peningkatan kapasitas terhadap kemampuan aparatur kecamatan, Sepess s Pengawasan
nyataan dari salah satu peserta FGD Dana Desa (2018) “Pembinaan dan pengaes kan Mol
di amanahkan oleh Bupati kepada Camat namun tidak ada peningkatan kapes e Pro dan kor
terhadap Dana Desa terhadap aparatur kecamatan.” Keterbatasan kapasitas h Pejabat Des
kecamatan tentu saja menjadi kendala dalam memaksimalkan pengawasan. | "MoU denga

Dukungan pengawasan informal dari masyarakat sangat dipetlukan. Peng mtuk mening
an masyarakat baik secara langsung maupun direpresentasikan dengan kek bulkan dari N
BPD dan lembaga lainnya di Desa. Peran aktif dari BPD tentu sangat dipes : R 2 en 50
tetapi menurut pernyataan dari pejabat Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala kes
an BPD masih beragam (2018) “Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (B8 Biaya yang ¢
sangat bervariasi, ada yang memiliki peran aktif, sedang dan tidak akdif karena 8 & lebih baik d
kutang diberdayakan oleh Pemerintah Desa. BPD dan TPK adalah perwakilas & aal pemerintz
masyarakat dalam hal pengawasan proyek pembangunan desa.” Keaktifan anokinkan
dalam setiap desa sangat beragam. BPD scharusnya bersifat independen tidak B gai salah sal
menunggu difungsikan oleh pihak Desa. wasan Da
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ngkat kehadiran BPD dalam rapat sangat penting dan langkah salah satu
at BPD Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dinilai berani untuk
'wv pkan 7eward dan punishment terhadap anggotanya pada Desa ODO1. Reward dan
whment digunakan untuk menekan tingkat absen dalam partisipasi anggotanya di
atan desa (musdes, musrembangdes) (ID03, 2018). Menilai pentingnya musya-
desa karena pada musyawarah desa awal dari proses perencanaan maka perlu
kukan pengawasan oleh BPD.
Kendala lain yang di hadapi BPD adalah anggota BPD yang memang tidak
bekerja untuk desa. Mereka adalah masyarakat desa yang di pilih untuk
akili desa tapi memiliki profesi lain selain menjadi anggota BPD berbeda dengan
a Desa dan Aparat Desa yang memang 100% untuk Desa. Pejabat BPD Desa
- n Alalak Kabupaten Barito Kuala menyatakan (ID03, 2018) “Pemberian
; um:uk laporan penyelewengan dengan informasi nomor telepon seluruh anggota
' yang tercantum di papan pengumuman desa.” Kanal laporan berupa pencan-
a nomor telepon anggota BPD menjadi salah satu penyelesaian kendala tersebut.
Berdasarkan dari data BPS Kabupaten Barito Kuala di setiap desa di Kecamatan
ik memiliki 1 (satu) LPMD hal ini berbeda dengan pernyataan dari Pejabat BPD
s Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang menyatakan LPMD pada Desa
01 belum di bentuk (ID03, 2018). LPMD merupakan salah satu lembaga yang
iliki fungsi strategis dalam pembangunan desa. Bersama BPD, LPMD menjadi
s tombak yang seharusnya mampu mengawal penggunaan Dana Desa.
Konflik antara tokoh masyarakat dan kepala desa yang melakukan mengawasan
renjadi kendala dalam partisipasi pengawasan oleh masyarakat. Tokoh masya-
 yang aktif di luar kelembagaan desa menjadi musuh bagi pemerintah desa karena
=ap tidak mendukung pembangunan desa. Konflik antara tokoh masyarakat dan
2 desa pada Desa OD03 tergambar bahwa banyak perbedaan pendapat antara
BPD dan TPK yang berujung pada keluarnya anggota BPD dan TPK. Kon-
goa timbul karena masyarakat merasa tidak semua aspirasi di akomodir oleh
tah desa, sedangkan klaim pemerintah desa hal tersebut karena keterbatasan
ran (W07:WW08, 2018).
dengawasan dana desa memang perlu di tangani dengan serius. Pemerintah telah
n MoU sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pengawasan Dana
dan kontra mengiringi MoU tersebut berupa tanggapan positif dan negatif,
bat Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bahwa:
Mol dengan berbagai pibak menimbulkan biaya kenapa biaya tersebut tidak diberikan
tuk meningkatkan jumlah Dana Desa yang di salurkan ke Desa. Biaya yang difin-
wikan dari MoU kenapa tidak dijadikan tambaban operasional untuk inspeketorat untnk
aknfkan pemeriksaan keselurwban tanpa sistem sample."(1D02, 2015)

Biaya yang timbul menurut Pejabat Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito
lebih baik dialokasikan untuk tambahan operasional pendanaan lembaga audit
pemennrah Penambahan dana terhadap lembaga audit internal pemerintah
gkinkan untuk audit menyeluruh tanpa sistem sampling. Penyataan tersebut
# salah satu pilihan jalan keluar apabila pemerintah hendak meningkatkan
asan Dana Desa dengan diberlakukannya audit menyeluruh seperti halnya
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objek audit lainnya pada keuangan pemerintahan.

Banyak masukan yang diberikan oleh informasi untuk mema [=5Y . - :
awasan dana desa, mulai dari pelimpahan wewenang secara tertulis, memat = > 4 S. ¢t a
keaktifan BPD dan mahasiswa. Kendala anggaran disarankan untuk me : (:;g 2C}B}E

biaya-biaya yang tidak bersifat urgent untuk cover proses ini, Untuk penguatss E.
pengawasan dan kanal pelaporan bisa dilakukan dengan sinergi antar E ortb.j
pengawas. £ J. (2007) 0
. e ed, ol

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sorotan paling penting tertuju pada pens :

Terlihat bahwa minimnya peran pengawasan dari BPD dan Masyarakat mens S/ ww des

potensi fraud yang besar. Secara langsung hal ini menyebabkan penyak

penggelembungan anggaran, penggelapan dan mark #p. Potensi tersebut &8 S W

tiga desa yang menjadi objek penelitian. Mekanisme pengawasan yang di laks® g fvana

saat ini tidak berjalan secara maksimal. Pengawasan saat ini memburuhkan g S Kabup

di beberapa hal, baik dari level pusat, provinsi/kabupaten, dan desa. _ a ‘W""W'fm
Peran masyarakat scbagai pengawas paling dekat dengan desa tidak - " sa Tiry

karena masyarakat belum sepenuhnya teredukasi kemana akan melakukan " 2wang

apabila terjadi penyimpangan. Lembaga-lembaga pengawas formal yang & &2 - Kabupa

j = “Wawanc:

menjadi penindak kecurangan seakan berjarak dengan masyarakat. Salah ; s
bab adalah bahwa lembaga-lembaga itu belum sebagai lembaga yang me > Kuala’. K
gram atau sistem pelaporan dan petlindungan whistleblower. Akibatnya, == m”) Wi
sebagai pelapor atau whistleblower kurang yakin terhadap lembaga yang & smantan Sela
laporan whistleblower. Pelapot juga merasa kurang yakin apakah ia dapat terling =akeu (2017
scjauh mana laporan dapat ditindaklanjuti. Tanpa adanya kejelasan progs g K"}";Wmf;

. s

sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, seorang whistleblower
enggan melaporkan pelanggaran atau dugaan tindak pidana yang diketahut e ~dana-
Perbaikan tersebut dimulai dari memaksimalkan pengawasan BPDIS @017} Pe
damping Desa. Meningkatkan keaktifan BPD, dan memaksimalkan koords : ___/kedua_ld/
dengan kecamatan. Memaksimalkan pengawasan masyarakat, masyask =at/uploads/
berperan aktif mengawasi Dana Desa dengan meningkatkan awareness. S ] 2{317)-
awasan antara BPD dan masyarakat sangat diperlukan mulai dari hulu 8) Inte
sejak perencanaan sampai ke pertanggungjawaban. Sinergi antar Inspelees _ _
rintah Provinsi/Kabupaten yang diwakili oleh Dinas PMD dengan Kee ' g V- metig
BPKP Pemerintah harus tegas dalam pelimpahan kewenangan bisa dilake e ttasan B
pembuatan Perbub. KPPN yang berperan sebagai jembatan proses penys B p’mdjf
Desa bisa menjadi lembaga pengawas secara tidak langsung. KPPN =ahan Komis
laporan penyaluran hingga pencairan dana desa bisa bertindak sebagaimas (2020) Cata
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). .

Memanfaatkan MoU yang telah dibuat Kemendes PDT, Polri dan X 'jﬂas“’_naLkd
dengan membagi peran dan tanggung jawab yang jelas, agar setiap level pe OIupsi-dana
menjadi efektif. Peningkatan kapasitas setiap lembaga pengawas juga mens :
serta mengedukasi APD agar tidak perlu takut dan merasa terintimidas 4 ! {2015) Studi
pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas baik formal ataupun infos : Smith, K. |
=8l statement f
svances in Fjy
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